
BAB I 

PENDAHULUAN 

Pembangunan nasional meletakka11 dasar-dasar bagi perjuangan pembangunan 

bangsa dalam mewujudkan masyaraka1 untuk pemngkatan ekonomi dan seiiap bidang 

pada umumnya. Maka perlu adanya pola dasar pembangunan nasional yang 

mcnggariskan apa tujuan pembangunan, serta landasan hukum bagi terselenggaranya 

kegiatan pembangunan itu sendiri. 

Suaru hal yang sangat mcndasar dalam pelaksanaan pembangunan adalah 

tersedianya permodala11. Permodalan tidaklah didapatkan begiru saja letapi dibu1uhkan 

sarana-sarana lain 1ecmasuk halnya meletakkan kebcradaan lembaga jaminan yang 

dibutuhkan masyarakat pemodal itu sendiri. 

Perkembangan indusiri dan perdagangan dewasa ini juga berakibat secara 

langsung terhadap perkembangan lembaga jaminnn itu scndiri, yang salah saiu 

perkembangan 1ersebut adalah jaminan hu1ang baik itu jaminan perserorangan rnaupun 

jaminan kebcndaan. Kebcradaan jaminan kredit yang dalam penclitian ini difokuskan 

pada Hak Tanggungan sangal potcnsial perkembangannya selain memiliki dasar 

hukum yang kuat maka kebcradaan hak tanggungan juga sangat bcrpoiensial dalam 

hal dikabulkannya permohonan kredi1 a1au tidak. 

Manusia adalah homo economicus dan seiiap manusia sclalu berusaha unluk 

memenuhi kebutuhannya. Kebuluhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan 

harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesua1u yang 
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diinginkannya ilu 1erba1as. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan ba111ua11 umuk 

memcnuhi hasral dan cita-cilanya. Dalam hal ia berusaha, maka untuk meningkatl..an 

usahanya atau untuk meningka1kan daya guna sesua1u barang. ia mcmcrlukan hamuan 

dalam bentuk pcrmodalan. "Bantuan dari bank dalam bentuk tambahan modal ini lah 

yang sering disebu1 dengan krcdi1". 

Dengan dcmikian krcdit ilu dapat pula berarti bahwa pihak kesatu mcmberikan 

prestasi baik berupa barang, uang. a1au jasa kepada pihak lain. sedangkan 

konlraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangkn waktu tertentu). 2 

Dalarn hal pemberian kredi1 maka perihal kebcradaan Jarninan sangal u1ama 

dalam haJ seorang debitur mendapatkan kreditnya. Aspek jarninan pada dasarnya 

didasarkan kepada penanggulangan resiko apabila 1ernyata debi1ur lalai melunas1 

kredilnya, sehmgga dengan demikian kebcradaan J&minan dititikberatkan pada 

kecukupan nilai harta yang dijadikan jamina11 kebendaan debi1ur dalam ha! 

pennohonan kreditnya. A tau dcngan kata lain kcberadaan jaminan disandarkan l..epada 

apakah nilai kredit yang dimohonkan debi1ur sesuai dengan nilai harta yang ada atau 

jaminan yang diajukan dcbitur. Apabila dirasakan cukup untuk bank, maka penilaian 

jaminan tersebut akan dilakukan klarifikasi baik itu hak atas jaminan 1erscbu1 bukan 

mcrupakan hak orang lain. Atau debitur menjaminkan scsua1u hak yang bukan debitur 

sendiri pemiliknya. 

1 Thomas Suyatno. ct 11 Dasar-Dmar l'ul<.reditan. PT. Gramedia Pus1aka U1ama. Jakana. 
1999, hal. 12-13. 
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